BUPATI TABALONG
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TABALONG
NOMOR 100.3.3.2/ /8% /KUM/2026

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI TABALONG NOMOR 188.45/345/2025
TENTANG PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA MANDUIN DAN
PENGANGKATAN PEJABAT KEPALA DESA MANDUIN PENGGANTI ANTAR
WAKTU KECAMATAN MUARA HARUS KABUPATEN TABALONG

BUPATI TABALONG,

Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya kesalahan pengetikan
pada tanggal berakhirnya masa jabatan Kepala Desa
Manduin, maka perlu melakukan Perubahan Atas
Keputusan Bupati Tabalong Nomor 188.45/345/2025
tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Manduin Dan
Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Manduin Pengganti Antar
Waktu Kecamatan Muara Harus Kabupaten Tabalong;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati
Tabalong;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang
Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9),
sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1820), sebagaimana telah
beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor
8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah
Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong
Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959
tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun
1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Di
Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5495), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6914);
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3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubabh,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026
tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 7153);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11
Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015
tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1222);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015
tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 6);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 08 Tahun 2016
tentang Pemilihan Kepala Desa  Serentak  Secara
Bergelombang (Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2016 Nomor 08), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong
Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pemilihan Kepala Desa
Serentak Secara Bergelombang (Lembaran Daerah Kabupaten
Tabalong Tahun 2021 Nomor 02};

8. Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 5 Tahun 2025
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 3);

9. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11 Tahun 2019 tentang
Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa Serentak
(Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2019 Nomor 11},
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Bupati Tabalong Nomor 4 Tahun 2021 tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tabalong Nomor 11
Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pemilihan Kepala
Desa Serentak (Berita Daerah Kabupaten Tabalong Tahun
2021 Nomor 04);
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10. Peraturan Bupati Tabalong Nomor 47 Tahun 2025 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta
Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tabalong (Berita
Daerah Kabupaten Tabalong Tahun 2025 Nomor 47);

MEMUTUSKAN:
Menetapkan

KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Bupati Tabalong Nomor
188.45/345/2025 tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa
Manduin dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Manduin
Pengganti Antar Waktu Kecamatan Muara Harus Kabupaten
Tabalong yang telah ditetapkan tanggal 01 September 2025
diubah sebagai berikut:

- Ketentuan dalam Diktum KETIGA diubah sehingga berbunyi
sebagai berikut:
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal
pelantikan dan berakhir sampai dengan tanggal 23
Oktober 2027.

KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung
pada tanggal /0 AfmreZ 826,

4‘ W}Q/ BUPATI TABALONG,

/ MUHAMMAD NOOR RIFANI

Tembusan disampaikan kepada Yth:
1. Camat Muara Harus di Muara Harus.
2. Ketua BPD Desa Manduin di Manduin.




